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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 188/ 489/427.75/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point ¢ Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama,

pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405),

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor
4585);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tshun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintzh;

9. Peraturan Menteri  Pendavagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

10. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,;

11. Peraturan Bupati Lumajzng Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

MEMUTUSKAN

: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

LUMAJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
LUMAJANG.

- Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lumajang, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan

mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Lumajang.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG
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9.

Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati;

Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan — kegiatan Aparat pelaksana dan staf
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Poiitik;

Penyusunan — penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peningkatan pemahaman ideologi, poiitik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;

Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang idiologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial
budaya dan ketertiban masyarakat;

Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan — tindakan yang perlu diambil di bidang

tugasnya kepada Bupati; dan
Pelaksanaan tugas — tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Meningkatnya kondusifitas wilayah

Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)



No. Sasaran Indikator Sumber Data | Penanggung
Strategis Kinerja Utama Rumus/Formula Jawab
(1 (2) (3) (4) (5)

1. | Meningkatnya Jumlah kajian Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang | - POLRES Badan
Keamanan dan | terkait keamanan Ipoleksosbud - KODIM Kesatuan
Kenyamanan dan kenyamanan - KEJAKSAAN Bangsa dan
Wilayah di Bidang | wilayah di bidang Penjelasan : Semakin tinggi jumlah kajian keamanan dan | _ SATPOL PP Politik
IPOLEKSOSBUD Ipoleksosbud kenyamanan maka meningkatkan kebijakan yang diambil Kepala | _ gFxpm Kabupaten

Daerah untuk meningkatkan kondusifitas wilayah guna | _ koMINDA Lumajang
pembangunan Kabupaten Lumajang menjadi hebat dan /Kewaspadaan
bermartabat

Dini Daerah




